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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Sistem Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung 

Pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh 4 instansi yaitu : (1) 

untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan menangani sampah di jalan protokol, 

sapuan jalan, pertokoan restoran, hotel, industri, perkantoran dan fasilitas umum; 

(2) untuk sampah di terminal bis antar kota dan dalam kota serta stasiun kereta api 

dikelola oleh Dinas Perhubungan; (3) sampah di pasar tradisional dikelola oleh 

Dinas Pengelolaan Pasar; (4) sampah di pemukiman di kelola oleh kecamatan 

melalui Sokli. 

4.1.1 Pengelolaan sampah pasar  

Pengelolaan sampah di lingkungan pasar dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar. 

Secara kelembagaan, sebagaimana Peraturan Walikota Bandar Lampung  No. 19 

Tahun 2008, Kepala UPT Pasar berada berada di bawah Dinas  Pengelolaan Pasar  

dan secara hirarki bertanggung jawab kepada Kepala Dinas  Pengelolaan Pasar 

Kota Bandar Lampung. Secara nyata dinyatakan Dinas Pengelolaan Pasar 

bertanggungjawab terhadap pengumpulan sampah yang berasal dari seluruh pasar 

dan diangkut ke TPA Bakung. 
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4.1.1.1 Pengumpulan dan pewadahan 

Pola pengumpulan sampah pada lingkungan pasar antara lain 

a. Sampah yang dihasilkan oleh pedagang beraneka ragam macamnya seperti 

sampah sayuran, buah-buahan, ikan, kantung, kertas, kardus, plastik dll.   

Sampah dikumpulkan oleh pedagang setelah selesai berjualan dan 

dikumpulkan di depan kios atau lapaknya. Wadah untuk pengumpulan 

sampah beraneka ragam macamnya pada masing-masing pasar antara lain: 

tong sampah, kantung plastik, cerangka, peti bahkan ada yang tidak 

menggunakan wadah  

b. Sampah yang dihasilkan oleh pedagang kemudian dikumpulkan dan 

diangkut ke tempat TPS (Gambar 3) 

c. Sampah yang dihasilkan oleh para pedagang dikumpulkan oleh pengumpul 

yang dikoordinasi oleh Dinas Pengelolaan Pasar.  Para pedagang dipungut 

biaya kebersihan antara Rp2.000,00 sampai dengan Rp10.000,00 per hari. 

Sampah tersebut kemudian diangkut ke tempat TPS.  Lokasi TPS 

diantaranya biasanya terletak di belakang pasar.  

 

Gambar 3.  Kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah di Kampung Sawah, 
Tanjung Agung, dan Way Halim (Gambar diambil pada bulan Maret 
2011). 
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Pemilahan sampah langsung di sumbernya menjadi sangat penting artinya.  

Adalah tidak efisien jika pemilahan dilakukan di TPA, karena ini akan 

memerlukan sarana dan prasarana yang mahal. Oleh sebab itu, pemilahan harus 

dilakukan di sumber sampah seperti perumahan, sekolah, kantor, puskesmas, 

rumah sakit, pasar, terminal dan tempat-tempat dimana manusia beraktivitas. 

Sesungguhnya kunci keberhasilan program daur ulang adalah justru di pemilahan 

awal. Pemilahan berarti upaya untuk memisahkan sekumpulan dari “sesuatu” 

yang sifatnya heterogen menurut jenis atau kelompoknya sehingga menjadi 

beberapa golongan yang sifatnya homogen. Budihardjo (2006) menyatakan bahwa 

manajemen pemilahan sampah dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

penanganan sampah sejak dari sumbernya dengan memanfaatkan penggunaan 

sumber daya secara efektif yang diawali dari pewadahan, pengumpulanan, 

pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan, melalui pengendalian 

pengelolaan organisasi yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat mencapai 

tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan yaitu lingkungan bebas sampah. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Syahindra (2004) yang mengemukakan sebaiknya 

pengelolaan sampah dilakukan sejak sistem pengumpulan, pemilahan, 

pengangkutan, dan sistem pembuangan sampah, dengan demikian pengelolaan 

sampah dapat dilakukan di setiap tahapan pengelolaan sampah. 

4.1.1.2 Pengangkutan sampah 

Pengangkutan sampah dari sumber sampah seperti pedagang sayur, pedagang 

buah atau toko dilakukan dengan mengunakan gerobak sampah. Jumlah dan jenis 

gerobak sampah bervariasi pada masing-masing pasar.  Berdasarkan hasil 
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pengamatan langsung pada beberapa pasar, rata-rata gerobak yang dimiliki 

berjumlah satu sampai dengan  tiga buah.  Gerobak - gerobak tersebut ada yang 

terbuat dari kayu atau besi sebagaimana terlihat pada Gambar 3.  Sampah-sampah 

yang sudah diangkut ke TPS,  kemudian dipilah-pilah oleh pemulung/pengumpul.  

Jenis sampah yang dipilah tersebut antara lain: sampah plastik, kardus, dan kayu 

yang masih dapat dimanfaatkan kembali dan mempunyai nilai ekonomis. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengumpul sampah, diperoleh 

informasi bahwa harga jual sampah jenis plastik antara Rp600,00/kg sampai 

dengan Rp1.000,00/kg, kardus Rp800,00/kg sampai dengan Rp1.200,00/kg, botol-

botol kemasan antara Rp500,00/kg sampai dengan Rp1.000,00/kg.  Rata-rata 

penghasilan pengumpul sampah per hari antara Rp20.000,00 sampai dengan 

Rp50.000,00. 

 
Gambar 4.  Pengangkutan sampah pasar ke TPA Bakung ( Gambar diambil pada 

TPS Kampung Sawah dan Pasar Tugu Pada bulan Maret 2001). 

 

Pengangkutan sampah pasar sangat tergantung pada timbulan sampah, dan 

berdasarkan obsevasi lapangan rata-rata timbulan sampah pasar per hari 

berdasarkan frekuensi pengangkutan.  Dengan rata-rata per truk beban yang 

diangkut sebesar 7 ton maka rata-rata beban timbulan sampah per hari dari pasar 

di Kota Bandar Lampung adalah 182 ton per hari (Tabel 10). 



45 
 

 Tabel 10.   Frekuensi pengangkutan sampah di pasar di Kota Bandar Lampung. 

No Pasar Frekuewensi 
pengangkutan/hari 

Ton 
/hari Keterangan 

A Pasar Induk Bandar Lampung    

Jumlah 
armada yang 
operasioanal 
9 buah, 
terdiri dari 
dum truk 
dan Amrol 

1 Bambu kuning 3 21 
2 Pasir gintung 3 21 
3 SMEP/Baru 2 14 
4 Way Halim 2 14 
5 Tamin 2 14 
6 Bawah 2 14 
7 Tugu 2 14 
8 Panjang 3 21 
9 Kangkung 2 14 
10 Cimeng 2 14 
  Jumlah A  161 

B Pasar Tempel Bandar 
Lampung   

1 Bringin Raya 1 7 
2 Way Kandis 1 7 
3 Pasar Korpri 1 7 
  Jumlah B  21 

   
  182  

 

Untuk mempermudah pengangkutan, maka setiap tempat aktivitas melakukan 

pemilahan, sehingga pengangkutan sampah menjadi lebih teratur.  Dinas 

Kebersihan tinggal mengangkutnya setiap hari dan tidak lagi kesulitan untuk 

memilahnya. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan swasta dapat meproses 

sampah-sampah tersebut menjadi barang yang berguna.  Dengan cara ini, maka 

volume sampah yang sampai ke TPA dapat dikurangi sebanyak mungkin.  Hal ini 

sesuai penelitian Sampurna Jaya (2010) menyatakan melalui kerjasama antar 

stakeholders dalam kemitraan akan dapat mengatasi permasalahan sampah yang 

selama ini dihadapi Pemerintah Kota Bandar Lampung.  Hidayat (2008) 

mengemukakan bahwa Kota Surabaya merupakan kota yang telah berhasil 
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mengelola kebersihan dengan melibatkan pihak swasta dengan pihak terkait 

melalui program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.  

Maryana (2009) menyatakan dengan motto “Timika Bersemi” yakni Timika 

Bersih, Sehat dan Madani dalam menjalankan fungsinya Dinas Kebersihan, 

Pertamanan dan Tata Kota  bekerja sama dengan pihak swasta (kontraktor) dalam 

menangani pengelolaan sampah 

Secara operasional pengangkutan sampah pasar di Kota Bandar Lampung dengan 

mengunakan truk sebanyak 12 unit, 3 unit dalam kondisi rusak, dan 9 unit  kondisi 

kendaraan sudah tua, sehingga memerlukan waktu dan biaya perawatan yang lebih 

besar. 

Menurut Soemitrat (2000) ada beberapa metode pengangkutan sampah, yaitu: (1) 

Dalam skala kecil diangkut secara manual dengan tenaga manusia; (2) Untuk 

jarak pendek tetapi bervolume besar, pengangkutan dengan mesin-mesin mekanis: 

(3) untuk wilayah yang mempunyai saluran air khusus sampah, maka sampah 

yang mengapung diangkat menggunakan tenaga aliran air; (4) Untuk sampah 

ringan dan kecil diangkut menggunakan tenaga aliran udara (pneumatic); (5) 

Untuk sampah volume besar diangkut dengan otomotif. 

4.1.2 Pengelolaan sampah rumah tangga dan sarana umum  

Dari berbagai penelusuran dan observasi lapangan, pola pengumpulan sampah 

pada tingkat rumah tangga masih sederhana dan bervariasi, antara lain: 

1. Sampah-sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dikumpulkan 

disamping rumah atau di belakang rumah.  Dijumpai pula berbagai tempat 
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pengumpulan sampah warga antara lain areal di sekitar pemukiman yang 

kosong serta sungai (Gambar 5). 

 

Gambar 5.  Pola pengumpulan sampah warga dengan memanfaatkan lahan kosong 
dan Sungai (Gambar diambil di Sukarame pada bulan Mei 2011). 

 

2. Sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dimasukkan ke dalam 

karung/kantong plastik, kemudian disimpan di depan rumah, untuk 

kemudian diambil oleh petugas kebersihan. Pola ini banyak dijumpai pada 

areal kawasan pemukiman yang berdekatan dengan jalan utama. Warga 

secara sukarela memberi upah kepada petugas kebersihan bervariasi antara 

Rp5000,00 s/d Rp6000,00 per bulan (Gambar 6). 

 

Gambar 6.  Pola pengumpulan sampah warga dengan memanfaatkan karung  plastik    
(Gambar diambil di Jalan Gajah Mada pada bulan Maret 2011). 
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Sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dimasukkan kedalam tempat sampah 

yang tersedia di depan rumah, dimana setiap rumah dipasang tong sampah yang 

terbuat dari drum atau bak sampah (Gambar 7 ). Sampah kemudian diangkut oleh 

petugas yang telah ditunjuk dan dikoordinasi oleh ketua RT/RW. Warga 

masyarakat membayar secara sukarela antara Rp10.000,00 s/d Rp15.000,00 per 

KK per bulan.  Pola ini banyak dijumpai di beberapa kelurahan dan areal 

perumahan. 

 

Gambar 7. Pola pengumpulan sampah warga dengan memanfaatkan tong (Gambar 
diambil di Kelurahan Tanjung Agung pada bulan Maret 2011).   

 

Marwan (2007) menyatakan bahwa jarak yang terlalu jauh dari TPS yang ada, 

mendororng masyarakat memilih membuang sampah ke sungai lebih cepat dan 

mudah dijangkau, selain dari kurangnya  petugas SOKLI pada tiap-tiap kelurahan. 

Hadiwiyoto (1983) menyatakan, bahwa dalam pengumpulan sampah dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah: (1) Menggunakan bak-bak, 

kotak, tong sampah, bak sekala kecil dirumah tangga ataupun skala besar di 

pinggir jalan; (2) Menggunakan saluran peluncur yang kemudian ditampung 

diterminal penampungan; (3) Menggunakan mesin mekanis yang dilengkapi 

penampungan sampah. 
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Djatmiko (2009) kegiatan pengumpulan sampah sebelum diangkut ke tempat 

penampungan dan pewadahan sampah ini dilakukan sebelum dilaksanakan 

kegiatan pengumpulan. Umumnya tempat pewadahan sampah berupa tong 

sampah, bak pasangan atau kantong plastik, sarana pewadahan umumnya 

disediakan oleh masing-masing penghasil sampah. 

4.2  Kinerja Pengelolaan Sampah  

4.2.1  Upaya Dinas Pengelolaan Pasar 

Upaya Dinas Pengelola Pasar Kota Bandar Lampung dalam rangka menjaga 

kebersihan dan keindahan pasar antara lain:  

1. Membuat Standard Operational Procedure (SOP)  mengenai teknis 

menjaga kebersihan pasar pemanfaatan sampah organik.  SOP tersebut 

memuat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap UPT yaitu:  

a. Membuat kantongisasi untuk penampungan sampah pada setiap 

pedagang baik sampah organik maupun sampah non-organik 

b. Menjaga kebersihan lingkungan pasar dengan cara: melaksanakan 

Jumat bersih pada tiap hari Jumat, menempatkan tong-tong sampah 

secara proporsional sesuai dengan luas wilayah UPT pasar, 

memberdayakan seluruh personil yang ada di UPT Pasar masing-

masing termasuk mendorong partisifasi aktif  para pedagang dan 

stakeholder, menjaga kebersihan kamar mandi/WC termasuk saluran 

drainase dalam pasar, menjaga kebersihan TPS pasar dengan cara 

sampah diangkut secara temerus dan tidak terjadi penumpukan sampah 
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TPS, melaksanakan RTH/penghijauan di lingkungan pasar, dan 

memelihara taman pasar. 

2. Pemilahan dan pengolahan sampah 

Upaya pemilahan khususnya sampah organik dilakukan di TPS oleh 

petugas kebersihan pasar.  Sampah organik yang sudah dipilah kemudian 

dicacah baik menggunakan mesin atau secara konvensional bagi UPT yang 

belum memiliki mesin. Pencacahan dilakukan oleh petugas kebersihan 

yang ditunjuk oleh UPT. Hasil pencacahan merupakan media kompos 

kemudian dimasukkan ke dalam drum pengomposan untuk difermentasi 

kurang lebih 7 hari, selanjutnya setelah jadi kompos didistribusikan 

kepada  para pihak atau konsumen yang membutuhkan termasuk karyawan 

UPT (Gambar 8).  Sedangkan sampah nir-organik masih dibuang ke TPA. 

 

Gambar 8.  Sistem pengomposan pada TPS ( Gambar diambil di TPS Kota Baru). 

Sampurna Jaya (2010) memperlihatkan bahwa sebagian besar sampah yang masuk 

ke TPA Bakung Kota Bandar Lampung adalah sampah organik,  untuk itu 

idealnya sampah tidak dibuang ke TPA, tetapi sampah basahnya dijadikan 

kompos dan sampah keringnya dijadikan bahan kerajinan.  Hal ini juga sesuai 

dengan penelitian Djatmiko (2009) dengan kandungan sampah organik sebesar 
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65% metode pengomposan merupakan salah satu alternatif yang cocok diterapkan 

pada pengelolaan akhir sampah DKI Jakarta. 

4.2.1.1  Lokasi pengumpulan sampah 

Lokasi tempat pengumpulan sampah sementara pada umumnya berada di pinggir 

jalan sebagaimana terlihat pada Gambar 9.  Kondisi TPS bervariasi, ada yang di 

tembok atau menggunakan areal yang kosong di pinggir jalan. Pada beberapa 

jalan utama dijumpai lokasi tempat pengumpulan sampah (TPS) berupa kontainer, 

(Gambar 9). 

 

Gambar 9.  Lokasi tempat pengumpulan sampah sementara (Gambar diambil di 
Pasar Tugu dan Kelurahan Kampung Sawah pada bulan Maret 
2011).  

 

Adanya timbulan sampah pada beberapa lokasi di perkotaan khususnya di Bandar 

Lampung telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang cukup 

serius, sehingga terjadi berbagai permasalahan pada kegiatan pengumpulan 

sampah, antara lain banyaknya timbunan sampah yang terkumpul tapi tidak 

tertangani (diangkut) sehingga pada saat sampah tersebut menjadi terdekomposisi 

dan menimbulkan bau yang akan mengganggu pernafasan dan mengundang lalat 

yang merupakan pembawa dari berbagai jenis penyakit.  Soemirat (2000) 

mengemukakan, bahwa pengaruh sampah terhadap kesehatan dapat 
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dikelompokkan menjadi efek yang langsung dan tidak langsung.  Efek langsung 

adalah efek yang desebabkan karena kontak lansung dengan sampah, sedangkan 

efek tidak langsung adalah pengaruh tidak langsung dirasakan masyarakat akibat 

proses pembusukan, pembakaran dan pembuangan sampah.  

Pada beberapa daerah yang padat penduduknya, terutama di daerah pasar, kondisi  

TPS tidak cukup untuk menampung sampah yang dihasilkan. Hal tersebut akan 

mengakibatkan timbunan sampah yang tidak terangkat, dan bila terdekomposisi 

akan menimbulkan bau dan akan mengundang lalat. 

4.2.1.2  Pengangkutan  

Berdasarkan hasil observasi, pola pengangkutan sampah warga adalah sebagai 

berikut : 

a. Sampah dari rumah menuju TPS diangkut oleh petugas yang telah ditunjuk 

berdasarkan musyawarah warga yang dikoordinasi oleh ketua RT/RW 

setempat.  Lokasi TPS biasanya terletak di pinggir jalan yang mudah 

dilalui oleh kendaraan. Pengangkutan dilakukan dengan menggunakan 

gerobak sampah yang terbuat dari kayu atau besi yang telah disediakan 

oleh instansi terkait (Gambar 10).  Dalam satu gerobak dikerjakan oleh 

satu sampai dua orang dan dapat melayani rata-rata dua wilayah Rukun 

Tetangga/RT. Para pengangkut sampah ini mendapat imbalan bervariasi 

tergantung pada banyak tidaknya rumah warga dalam tiap wilayah 

tersebut.  Berdasarkan hasil wawancara, upah yang mereka terima antara 

Rp600.000,00 sampai Rp1.000.000,00 per bulan. Disamping mendapatkan 

penghasilan dari mengangkut sampah warga, para pengangkut ini 
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mendapat tambahan dari hasil memilah sampah yang diangkut. Mereka 

memilah sampah-sampah plastik kemasan, kantong, kertas, dll, untuk 

kemudian menjualnya kembali kepada pengumpul barang bekas. Harga 

barang bekas tersebut bervarisasi tergantung jenisnya yaitu untuk kantung 

plastik yang besar harganya Rp1.000,00 per kg, untuk kantong plastik 

kresek/asoy Rp600,00 per kg, sedangkan untuk plastik kemasan air minum 

harganya rata-rata per botol Rp100,00 

b. Sampah diangkut oleh petugas yang telah ditunjuk, ada juga oleh ketua RT 

dengan menggunakan gerobak motor langsung ke TPS.  Jarak tempuh 

bervariasi dari antara 15 s/d 30 km.  Dalam satu gerobak motor rata-rata 

dikerjakan oleh 2 sampai 3 orang untuk melayani 150 KK. Biaya 

operasional diperoleh dari masyarakat, berkisar antara Rp10.000,00 s/d 

Rp15.000,00 per KK.  Berdasarkan keterangan yang diperoleh, pada 

awalnya ada pemisahan antara sampah organik dan non-organik yang 

dilakukan oleh warga, namun kemudian tidak dilakukan lagi.  

c. Sampah diangkut sendiri oleh warga dari rumah ke lokasi TPS. Pola ini 

biasanya dilakukan oleh warga yang lokasinya berdekatan dengan TPS. 

d. Pengangkutan sampah warga dari TPS dilakukan dengan menggunakan 

kendaraan dum-truk dan truk kontainer. Satu unit armada dum-

truk/kontainer rata-rata mengangkut satu sampai dengan dua trip per hari 

tergantung pada jarak tempuh dan kondisi kendaraan.  Jumlah personil 

atau tenaga dalam satu unit armada adalah antara tiga sampai dengan 

empat orang, terdiri dari satu sopir, satu kenek/kernet dan tenaga bongkar 

muat 2 orang. 
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Gambar 10.  Pengangkutan sampah warga ke TPS yang berada di pinggir jalan 
(Gambar diambil di Jalan Gajah Mada dan P. M. Noer pada bulan 
Maret 2011). 

Banyaknya sampah yang harus diangkut akan memerlukan banyak truk 

pengangkut. Dengan keterbatasan jumlah truk dan kondisi armada yang dimiliki 

oleh masing-masing kecamatan (Tabel 11-14), rotasi truk pengangkut menjadi 

lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan biaya perawatan truk pengangkut 

akan meningkat  dan masa pakai kendaraan pengangkut akan semakin pendek. 

Selain itu jauhnya lokasi TPA dengan lalu lintas yang cukup padat mengakibatkan 

sampah dari sumbernya atau lokasi-lokasi penampungan sementara menuju TPA 

menjadi tidak efisien, oleh karena itu diperlukan adanya penambahan truk 

Sampurna Jaya (2010) menyatakan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan 

sampah di Kota Bandar Lampung yang relatif sedikit, menyebabkan banyaknya 

sampah yang tidak terangkut dan menyebabkan banyak masyarakat yang 

membakar sampah dan membuang ke sungai.  Hal ini sesuai dengan penelitian 

Ariadarma (2008) menyatakan letak tempat TPS yang terlalu jauh, serta 

kurangnya alat pemindah sampah berupa gerobak menyebabkan banyaknya 

sampah yang tidak terangkut, menyebabkan masyarakat lebih senang membuang 

sampah di pinggir jalan dan di sungai.                          



55 
 

Tabel 11. Jumlah kendaraan truk pengangkut sampah pada masing-masing 
kecamatan di Kota Bandar Lampung. 

No Kecamatan 
Jumlah Armada 

TPS Dum 
Truk 

Jumlah 
Rusak 

Amroll/ 
Kontainer

Jumlah 
Rusak 

1 Teluk Betung Barat 5 1 2  5 
2 Teluk Betung Selatan 6 2 2  5 
3 Panjang 5 1 3  7 
4 Tanjung Karang Timur 4 1 4  5 
5 Teluk Betung Utara 3  2  5 
6 Tanjung Karang Pusat 4 1 3  5 
7 Tanjung Karang Barat 2  2  5 
8 Kemiling 3  2  5 
9 Kedaton 5 1 3  5 
10 Rajabasa 5 1 2 2 5 
11 Tanjung Seneng 2  1  5 
12 Sukarame 4 2 2  5 
13 Sukabumi 2  2   

  Jumlah 50 9 30 2 62 

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung (2010) 

Tabel  12.  Jenis dan tingkat pelayanan di Bandar Lampung: 

N
o Jenis Pelayanan 

Jumla
h 

Satua
n 

A Daerah Pelayanan Bandar Lampung   
 Jumlah kecamatan yang dilayani 13  
 Jumlah kelurahan yang dilayani 99  
 Persen penduduk yang dilayani 80 % 

B 
Tingkat pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Bandar lampung   

 Pemukiman 80 % 
 Pasar 90 % 
 Perkantoran 99 % 
 Industri - % 
 Jalan/saluran 90 % 
 Fasilitas Umum 10 % 
 Lainnya 5 % 

C 

Persentase penanganan sampah setelah sampah 
dikumpulkan oleh masyarakat (dari RT/RW) Bandar 
Lampung  

 

 Diangkut Ke TPS/TPA 75 % 
 Ditimbun 10 % 
 Dibakar 10 % 
 Dibuang ke sungai 5 % 
 Dibuat kompos 1 % 
 Lainnya  15 % 
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Sumber : Data diolah 

Tabel 13.  Profil tempat pengolahan sampah akhir di Bandar Lampung. 

No Jenis Kegiatan Keterangan 
A Profil TPA  
1 Perencanaan Open Dumping 
3 Jarak 10 km 
4 Status Milik Pemerintah 
5 Pengelola Pemerintah Daerah Setempat 
6 Akses Jalan Aspal 
7 Jumlah Pemulung 150 Orang 
8 Jumlah Sampah yang diambil 

pemulung 20% m/thn 

9 Operasioanal TPA Jam/Hari, 7 hari/minggu 
10 Tahun mulai operasi 1994 
11 Luas 14,1 ha 
12 Luas areal yang digunakan untuk 

land fill 11 ha 

13 Luas yang tersisa 3,1 ha 
14 Kapasitas lahan diperkirakan 

hingga tahun 2015 

15 Waktu tempuh rata-rata ke TPA 1.30 menit 
   

B Prosedur pendataan sampah yang masuk TPA berdasarkan kapasitas 
truk secara  manual 

1 Jumlah yang masuk per tahun 300-400 m3/hari 
2 Densitas ton/m3 
3 Jumlah Truk yang masuk Truk/hari 
   

C Penanganan Lindi, Gas dan Pemantauan Kualitas Air 
1 Pengolah lindi secara fisik 4 Unit 
 Pemantauan 1 Titik 
 frekuensi  1 kali per  bulan 
2 Pemantauan kualitas air 3 Titik 
 frekuensi  1 kali per  bulan 

D Fasilitas Yang Dibangun di TPA  
 Sistem drainase Ada 
 Sistem pelapisan dasar Ada 
 Tanggul Ada 

E Bangunan Penunjang TPA  
 Kantor jaga Ada 
 Tempat cuci kendaraan Ada 

Sumber : Data observasi lapangan 

 

 



57 
 

 

Tabel 14. Komposisi tenaga berdasarkan jenis pekerjaan di Dinas Kebersihan    
dan Pertamanan Kota Bandar Lampung  

No Jenis Tenaga Jumlah Tingkat Pendidikan 
1 Penyapu,Tenaga Dorong 

Gerobak Sopir dan Kernet 
75 SD-SLTA 

2 Petugas TPA 8 SD-SMP 
3 Jumlah 83  

 

4.2.2 Pengelolaan sampah pertokoan dan perkantoran 

Jenis sampah yang dihasilkan oleh perkantoran dan pertokoan sebagian besar 

didominasi oleh jenis sampah kertas, kardus dan plastik bekas pembungkus, botol, 

dan lain-lain.  Jenis sampah ini biasanya diminati oleh para pengumpul barang 

bekas  (Gambar 11). 

 

Gambar 11. Pola pengumpulan sampah di pertokoan (Gambar diambil di Jalan 
Pangeran Diponegoro pada bulan Maret 2011). 

 

4.2.3 Pengelolaan sampah jalan dan sarana umum 

Pengumpulan sampah di jalan dan sarana umum,  biasanya dilakukan oleh petugas 

khusus yang digaji oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKPK) 

kota/kabupaten.  Pengumpulan dilakukan pagi hari dan sore hari.  Dimana DKPK 

bertanggungjawab terhadap pengangkutan sampah dari TPS-TPS ke TPA Bakung. 
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Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Djatmiko (2009) dimana, 

kegiatan penyapuan sampah di jalan-jalan protokol termasuk pelataran/trotoarnya 

di jalankan dengan menggunakan cara konvesional dan mekanik. Cara 

konvensional menggunakan tenaga manusia dengan menggunakan peralatan 

tradional (sapu lidi) dan kegiatan dilakukan secara kelompok oleh Dinas 

Kebersihan DKI jakarta. Pengumpulan dilakukan tiga kali sehari, pagi, siang, dan 

malam. 

4.2.4 Pengelolaan sampah rumah sakit 

Sampah rumah sakit biasanya mengandung limbah B3, sehingga pengumpulan 

dilakukan tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku, walau dalam kenyataannya 

banyak limbah rumah sakit yang dikumpulkan oleh pengumpul barang bekas.  

4.3 Strategi dan Program Pengelolaan Sampah 

Pada wilayah ini mencakup beberapa aspek kegiatan yaitu perencanaan strategis, 

kerangka peraturan dan kebijakan, partisipasi masyarakat, manajemen keuangan, 

pengembangan kapasitas institusi, serta penelitian dan pengembangan (termasuk 

di dalamnya pemeriksaan dan tindakan perbaikan). 

Konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan untuk 

mengembangkan suatu sistem pengelolaan sampah yang modern, dapat 

diandalkan dan efisien dengan tehnologi yang ramah lingkungan.  Dalam sistem 

tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan 

masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk 

berpartisipasi aktif. 
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 Pendekatan yang digunakan dalam konsep rencana pengelolaan sampah ini 

adalah “meningkatkan sistem pengelolaan sampah yang dapat memenuhi tuntutan 

dalam paradigma baru pengelolaan sampah”. Untuk itu perlu dilakukan usaha 

untuk mengubah cara pandang “sampah dari bencana menjadi berkah” (Murtadho 

dan Said, 1988).  

Hal ini penting karena pada hakikatnya pada timbunan sampah itu kadang-kadang 

masih mengandung komponen-komponen yang sangat bermanfaat dan memiliki 

nilai ekonomi tinggi namun karena tercampur secara acak maka nilai ekonominya 

hilang dan bahkan sebaliknya malah menimbulkan bencana yang dapat 

membahayakan lingkungan hidup. 

Dalam rencana pengelolaan sampah perlu adanya metode pengolahan sampah 

yang lebih baik, peningkatan peran serta dari lembaga-lembaga yang terkait dalam 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah, meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat, peningkatan aspek ekonomi yang mencakup upaya 

meningkatkan retribusi sampah dan mengurangi beban pendanaan pemerintah 

serta peningkatan aspek legal dalam pengelolaan sampah. 

Sistem pengelolaan persampahan yang dikembangkan harus merupakan sistem 

pengelolaan yang berbasis pada masyarakat yang dimulai dari pengelolaan 

sampah di tingkat rumah tangga (Hadiwiardjo, 1997). Para pemulung dapat 

ditingkatkan harkat dan martabatnya menjadi mitra tetap pada industri kecil 

pengolah bahan sampah menjadi bahan baku.  Dana untuk membayar imbalan dari 

para pegawai/petugas yang terlibat dalam kebersihan kota dapat diperoleh dari 

iuran warga (retribusi tetap dilakukan) ditambah dari hasil keuntungan dari 

pemrosesan bahan sampah. 
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Pemain dan partner dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengguna jasa (rumah 

tangga, pasar, industri, organisasi), penyedia layanan kebersihan (RT/RW, 

pemerintah, perusahaan swasta), pendaur ulang (pemulung, pemilik lapak dan 

pabrik pengguna bahan daur ulang), dan produsen dan pengguna pupuk kompos, 

membuat masalah sampah bukan hanya menjadi urusan Dinas Kebersihan atau 

instansi lainnya di daerah, tapi menjadi urusan dan kepentingan semua pihak.   

4.3.1  Strategi dan Program Berdasarkan Analisis SWOT 

4.3.1.1  Analisis isu-isu utama aspek internal dan eksternal pengelolaan    
 sampah  
 

Berdasarkan kriteria penentuan isu utama di atas, maka dapat disusun isu-isu 

utama dan mengelompokkan menurut faktor pengaruhnya terhadap pengelolaan 

persampahan di Kota Bandar Lampung.   

Analisis SWOT secara sederhana dipahami sebagai pengujian terhadap kekuatan 

dan kelemahan internal sebuah organisasi, serta peluang dan ancaman lingkungan 

eksternalnya. Analisis SWOT adalah perangkat umum yang dirancang dan 

digunakan sebagai langkah awal dalam proses pembuatan keputusan dan sebagai 

perencanaan strategis dalam berbagai terapan (Rangkuti, 2001).  

Untuk merumuskan kebijakan dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan 

menggunakan analisis SWOT. Penggunaan matrik SWOT dilakukan untuk 

memformulasikan atau mengembangkan berbagai pilihan strategi utnuk 

pengelolaan sampah.  Hasil analisis isu dan unsur SWOT dapat dilihat pada Tabel 

15. 
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Tabel 15.  Analisis faktor internal dan eksternal. 

No. Isu Utama Unsur SWOT 
1 Adanya sumber sampah 

STRENGTHS 
Kekuatan 
(S) 

2 Adanya dukungan pemerintah daerah 
3 Adanya legislasi dan regulasi tentang  Sampah 

4 Adanya semangat mempertahankan kota bersih 
(Adipura) 

1 Jumlah Kualitas SDM yang relatif masih rendah 
WEAKNESSES 
Kelemahan 
(W) 

2 Belum tersedianya sarana dan prasarana yang 
memadai 

3 Belum adanya alternatif pemanfaatan sampah 
4 Penegakan hukum yang rendah 

1 Berkembangnya paradigma tentang konservasi 
lingkungan OPPORTUNITIES 

Peluang 
(O) 

2 Adanya program pemerintah pusat 
3 Adanya potensi pemanfaatan bio energi 
4 Adanya peningkatan pendidikan masyarakat 
1 Adanya peningkatan jumlah penduduk 

THREATS 
Ancaman 
(T) 

2 Berkembangnya kota 

3 Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih 
rendah 

4 Adanya konflik kepentingan pembangunan TPA 

 

4.3.1.2  Matriks urgensi faktor internal dan eksternal 

Faktor internal merupakan faktor yang dikendalikan oleh Pemerintah Kota Bandar 

Lampung, faktor ini merupakan faktor yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kota 

Bandar Lampung yang akan menjadi kekuatan. Sebaliknya, kekurangan atau 

ketiadaan merupakan faktor kelemahan.  Djatmiko (2009) menyatakan faktor 

internal terdiri dari faktor kekuatan yang mendukung dalam pengelolaan sampah, 

dan faktor kelemahan akan menjadi kendala dalam pengelolaan TPA 

Bantargebang di Kabupaten Bekasi. 

Faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar pengendalian Pemerintah 

Kota Bandar Lampung, dan akan berpengaruh langsung terhadap kinerja 
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Pemerintah Kota Bandar Lampung.  Pengaruh ini dapat berkontribusi positif 

sehingga dapat memberi peluang, namun terdapat pula faktor yang menjadi 

ancaman dalam pelaksanaan kegiatan.  Berdasarkan isu yang berkembang 

tersebut, kemudian dibuat matriks faktor urgensi dengan membandingkan isu-isu 

mana yang lebih urgen di antara daftar isu tersebut. Matriks urgensi faktor internal 

dan eksternal.  Seperti pada faktor internal yaitu pada poin A adanya sumber 

sampah saat ini sangat urgen jika dibandingkan dengan adanya dukungan 

pemerintah, begitu seterusnya (Tabel 16). 

Tabel 16.  Matriks urgensi faktor internal. 

NO. 
 

FAKTOR INTERNAL 
 

FAKTOR YANG LEBIH URGEN Nilai 
Urgensi 

Bobot 
Faktor 

A B C D E F G H (NU) (BF) 
% 

I. STRENGTHS 
(S)/KEKUATAN           

A Adanya Sumber 
Sampah  A A A A A A A 7 25,00 

B Adanya dukungan 
pemerintah daerah A  B B B B B B 6 21,43 

C Adanya legislasi dan 
regulasi tentang  
Sampah 

A B  C A F G H 1 3,57 

D Adanya semangat 
mempertahankan kota 
bersih (adipura) 

A B C  D F D H 2 7,14 

II. WEAKNESSES 
(W)/KELEMAHAN          0,00 

E SDM yang relatif masih 
rendah A B E D  E E E 4 14,29 

F Belum tersedianya 
sarana dan prasarana 
yang memadai 

A B F F E  F F 4 14,29 

G Belum adanya altenatif 
pemanfaatan sampah A B G D E F  H 1 3,57 

H Penegakan hukum yang 
rendah A B H H E F H  3 10,71 

 TOTAL NILAI 
URGENSI         28 100,00 

 

Menurut Djatmiko (2009),  faktor yang dianggap peluang merupakan faktor yang 

dimanfaatkan dalam pengelolaan sampah, sedangkan faktor ancaman merupakan 
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faktor yang dapat mengganggu kelangsungan upaya pengelolaan sampah pada 

TPA Bantargebang di Kabupaten Bekasi.  

Begitu juga halnya pada matriks urgensi faktor eksternal, pada poin A 

berkembangnya paradigma tentang konservasi kurang urgen jika dibandingkan 

dengan peluang masyarakat untuk membayar pelayanan yang diberikan, faktor 

urgensi tersebut secara rinci tercantum pada tabel matrik urgensi faktor eksternal 

(Tabel 17). 

Tabel 17.  Matriks urgensi faktor eksternal. 

NO. 
FAKTOR 

EKSTERNAL 

FAKTOR YANG 
LEBIH URGEN 

  Nilai 
Urgensi 

Bobot 
Faktor 

A B C D E F G H (NU) 
(BF) 
% 

III OPPORTUNITIES(O)/PELUANG           

A 
Berkembangnya paradigma tentang 
konservasi lingkungan  B C B E F G A 1 3,70 

B Adanya program pemerintah pusat B  C B E B G B 4 14,81 

C 
Adanya potensi pemanfaatan bio 
energi 

C C  C E C C C 6 22,22 

D 
Adanya peningkatan pendidikan 
masyarakat B B C  E F G D 1 3,70 

IV TREATHS (T)/ANCAMAN          0,00 

E 
Adanya Peningkatan Jumlah 
Penduduk E E E E  E E E 7 25,93 

F Berkembangnya Kota/Kabupaten F B C F F  G F 3 11,11 

G 
Kesadaran Masyarakat terhadap 
lingkungan masih rendah 

G G C G E G  G 5 18,52 

H 
Adanya konflik kepentingan 
pembangunan TPA 

A B C D E F G  0 0,00 

 TOTAL NILAI URGENSI         27 100,00 

 

4.3.1.3  Sintesis faktor internal dan eksternal 
 

a. Sintesa faktor-faktor kekuatan dan kelemahan pengelolaan sampah 
(Internal Factor Strategies (IFAS)) 
 

David (2002) menyatakan bahwa melalui Evaluasi Faktor Eksternal, para 

penyusun strategi dimungkinkan untuk merangkum dan mengevaluasi 
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informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, 

pemerintah, hukum, teknologi, dan persaingan. 

IFAS merupakan internal faktor yang terdiri kekuatan dan kelemahan, 

dimana hasil wawancara diperoleh: adanya sumber sampah, adanya 

dukungan pemerintah daerah, adanya legislasi dan regulasi tentang 

sampah, dan adanya semangat mempertahankan kota bersih (Adipura). 

Sedangkan faktor kelemahan diperoleh: pelayaan masih belum optimal, 

pelayaan masih belum optimal, penegakan hukum belum maksimal, dan 

pembinaan kelembagaan belum optimal (Tabel 18). 

Tabel 18.  IFAS (Internal Factor Strategies). 

FAKTOR-FAKTOR 
STRATEGIS 

BOBOT 
FAKTOR

(%) 

RATING (R)/ 
NILAI 

DUKUNGAN 
(ND) 

BF x R 
(NBD) 

STRENGTHS (S)/KEKUATAN    
1. Adanya Sumber Sampah 25,00 5 1,25 
2. Adanya dukungan pemerintah 

daerah 21,43 4 0,86 

3. Adanya legislasi dan regulasi 
tentang sampah 3,57 2 0,07 

4. Adanya semangat mempertahankan 
kota bersih (adipura) 7,14 3 0,21 

   2,39 

WEAKNESSES (W)/KELEMAHAN    
1. Pelayaan masih belum optimal 14,29 3 0,43 

2. Pembiayaan belum optimal 14,29 5 0,71 

3. Penegakan hukum belum maksimal 3,57 2 0,07 

4. Pembinaan kelembagaan belum 
optimal 10,71 4 0,43 

  100,00  1,64 
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b. Faktor-faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) Pengelolaan Sampah 
(External Factor Strategies (EFAS)) 
 
EFAS merupakan faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman 

yang dapat mempengaruhi strategi dalam menentukan keputusan dimana 

terlihat adanya pertumbuhan penduduk menjadi ancaman dalam 

menentukan arah kebijakan (Tabel 19). 

Tabel 19.  EFAS (External Factor Strategies). 

FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS 
BOBOT 

FAKTOR 

(%) 

RATING (R)/ 

NILAI 
DUKUNGAN 

(ND) 

BF x R

(NBD) 

OPPORTUNITIES (O)/PELUANG     

1. Berkembangnya paradigma tentang 
konservasi 3,70 3 0,11 

2. Adanya program pemerintah pusat 14,81 5 0,74 

3. Adanya potensi pemanfaatan bio 
energi/kompos 22,22 4 0,89 

4. Adanya peningkatan pendidikan 
masyarakat 3,70 2 0,07 

   1.81 

TREATHS (T)/ANCAMAN    

1. Adanya Peningkatan Jumlah 
Penduduk 25,93 5 1,30 

2. Berkembangnya Kota/Kabupaten 11,11 3 0,33 

3. Kesadaran Masyarakat terhadap 
lingkungan masih rendah 18,52 3 0,56 

4. Adanya konflik kepentingan 
pembangunan TPA 0,00 2 0,00 

  100,00  2,19 
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Menurut David (2002), Evaluasi Faktor Internal merupakan suatu alat formulasi 

strategi yang didalamnya merangkum dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan 

kunci dalam area fungsional bisnis serta memberikan dasar mengidentifikasi dan 

mengevaluasi hubungan antar area-area tersebut. 

4.3.1.4   Strategi dan program berdasarkan analisis SWOT  

David (2002) menyatakan terdapat empat strategi yang didapat dari matrik 

SWOT, yaitu sebagai berikut: 

1.  Startegi SO (strategi kekuatan-peluang ) menggunakan kekuatan internal 

organisasi untuk memanfaatkan peluang eksternal. 

2. Strategi WO (strategi kelemahan-peluang) bertujuan untuk memperbaiki 

kelemahan internal organisasi dengan memanfaatkan peluang eksternal. 

3. Strategi ST (strategi kekuatan-ancaman) menggunakan kekuatan internal 

organisasi untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. 

4. Strategi WT (strategi kelemahan-ancaman) merupakan strategi defensif yang 

diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal organisasi dan menghindari 

ancaman dari lingkungan eksternal. 

Dari Tabel 18 dan Tabel 19 tersebut terlihat hasil penilaian faktor internal dengan 

mempertimbangkan aspek kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal dengan 

mempertimbangkan aspek peluang dan ancaman dapat diperoleh skor sebagai 

berikut : 

1. Skor kekuatan (S) adalah 2,39 sedangkan skor kelemahan (W) adalah 1,64 

sehingga bila S – W yang merupakan sumbu X adalah 0,75 
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2. Skor peluang (O) adalah sebesar 1,81 sedangkan skor ancaman (T) adalah 

2,19 sehingga bila O – T yang merupakan sumbu Y adalah -0,37 

Kemudian Koordinat Sumbu X (S-W) dan Sumbu Y(O-T) ditetapkan pada 

diagram analisis SWOT sehingga dapat diketahui strategi pengelolaan sampah 

terpadu di Kota Bandar Lampung berada pada Kuadran II, yang artinya adalah 

mendukung strategi diversifikasi, yaitu suatu strategi yang memaksimalkan atau 

mengutamakan unsur kekuatan untuk mengatasi ancaman (ST) yang ada (Gambar 

12).  

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.   Kuadran strategi perencanaan. 

Dari Hasil analisis SWOT tersebut diketahui bahwa posisi manajemen 

persampahan, sehingga dapat dirancang alternatif strategi yang menjadi 

pertimbangan dalam menyusun Pengelolaan Persampahan di Kota Bandar 

Lampung. 
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David (2002) menyatakan bahwa tanpa memperhatikan jumlah peluang dan 

ancaman kunci yang dimasukkan dalam matriks, skor terbobot suatu organisasi 

adalah 4,0 dan nilai terendah adalah 0,1. 

Strategi pengelolaan sampah ditetapkan berdasarkan isu utama dan analisis 

SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman), serta arahan kebijakan 

daerah.  Berdasarkan hasil dari analisis SWOT yang dilakukan, dapat diketahui 

strategi pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung berada pada kuadran ke II, 

yang artinya adalah mendukung strategi diversifikasi, yaitu suatu strategi yang 

memaksimalkan atau mengutamakan unsur kekuatan untuk mengatasi ancaman 

yang ada.  Hasil analisis SWOT dan alternatif strategi yang menjadi pertimbangan 

dalam menyusun rencana pengelolaan disajikan pada Tabel 20. 

Tabel 20.  Hasil analisis isu dan unsur SWOT. 

 
                Faktor  
                 Internal 
Faktor  
Eksternal 
 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

Peluang (O) 

Strategi SO 
Penegakan Hukum 
Riset dan Pengembangan 

Strategi WO 
Peningkatan SDM dan 
Kapasitas Pengelola 
Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat 

Ancaman (T) 

Strategi ST 
Pembagunan Sarana dan 
Prasarana  
Pelaksanaan sosialisasi 

Strategi WT 
Pengembangan Kerjasama 
dengan swasta 
Pengembangan  Kerjasama 
antar daerah 

 

Strategi SO adalah sebuah cara mencapai tujuan yang menggunakan kekuatan 

untuk meraih peluang semaksimal mungkin, strategi WO ditentukan dengan cara 

meminimalkan atau mengurangi kelemahan yang ada untuk meraih peluang, 
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strategi ST ditentukan dengan cara memanfaatkan kekuatan yang ada untuk 

menghadapi atau mengurangi ancaman, serta strategi WT ditentukan dengan cara 

meminimalkan atau mengurangi kelemahan untuk menghadapi atau mengurangi 

ancaman yang ditemukan.  Analisa keterkaitan terhadap alternatif strategi tersebut 

dapat ditunjukkan pada Tabel 21. 

Tabel 21. Strategi pengelolaan sampah.  

 STRATEGI 
KETERKAITAN 

SKOR RANKING
A B C D E 

STRATEGI (S-T)          

ST1 Pembagunan Sarana dan 
Prasarana 3 4 4 2 4 17 I 

ST2 Pelaksanaan Sosialisasi 3 3 2 2 2 12 III
STRATEGI 
(S-O)            

SO1 Penegakan Hukum 3 3 2 2 3 13 II 

SO2 Riset dan Pengembangan 2 2 3 2 3 12 VI
STRATEGI 
(W-O)            

WO1 
Peningkatan SDM dan 
Kapasitas Pengelola 2 2 3 2 3 12 IV

WO2 
Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat 3 3 3 2 3 12 V 

STRATEGI 
(W-T)            

WT1 
Pengembangan Kerjasama 
dengan swasta 2 3 2 3 3 12 VIII

WT2 
Pengembangan  Kerjasama 
antar daerah 2 3 2 2 3 12 VII

 
Keterangan : 

  
Nilai : 

a = Sumberdaya Manusia  1 = Sangat Rendah 
b = Metode  2 = Rendah 
c = Sarana dan Prasarana  3 = Cukup Tinggi 
d = Dana  4 = Tinggi 
e = Organisasi  5 = Sangat Tinggi 
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Dalam studi ini, walaupun telah diketahui posisi pengelolaan sampah terpadu ada 

pada kuadran ke II dan lazimnya hanya disusun arahan strategi untuk kuadran 

tersebut, namun dalam hal ini tetap disusun arahan strategi untuk posisi kuadran 

yang lain (Kuadran I, III, dan IV) dalam rangka mengakomodir kombinasi antara 

faktor SWOT lain yang di luar arahan strategi ST, sebagai alternatif strategi 

tambahan dengan prioritas yang tentunya di bawah urutan prioritas strategi ST.  

Dari analisis SWOT yang telah dilakukan dalam rangka menganalisis pengelolaan 

sampah terpadu yang optimal dan berkelanjutan di Kota Bandar Lampung dengan 

mempertimbangkan bobot setiap faktor internal dan eksternal, maka tersusun 2 

(dua) strategi SO, 2 (dua) strategi ST, 2 (dua) strategi WO, dan 2 (dua) strategi 

WT seperti ditunjukkan pada matriks analisis SWOT.  Agar terstruktur setiap 

strategi perlu diberi rangking sesuai dengan nilai skor yang diperoleh dengan 

menganalisa hubungan keterkaitan setiap strategi tersebut dengan unsur-unsur 

penting yang secara aktual dimiliki Kota Bandar Lampung dalam rangka 

mencapai tujuan pengelolaan sampah yang optimal dan berkelanjutan. 

Unsur-unsur penting yang terkait dengan upaya pelaksanaan strategi tersebut 

adalah sumber daya manusia yang ada untuk mewujudkan strategi, adanya metoda 

atau cara baku yang dapat menjadi panduan yang mendukung pelaksanaan 

strategi, adanya sarana dan prasarana, adanya dana atau anggaran yang berpotensi 

dapat diarahkan untuk mendukung strategi dimaksud, dan organisasi atau 

kelembagaan yang dapat dimobilisir untuk mensukseskan strategi tersebut.  

Unsur-unsur aktual tersebut akan memberikan nilai dan skor bagi setiap alternatif 

strategi yang akan menentukan prioritas dari masing-masing alternatif strategi 
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tersebut. Dari hasil analisis SWOT dan Kebijakan tersebut di atas, strategi 

pengelolaan sampah terpadu digambarkan dalam skema berikut Gambar 13. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.  Strategi pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. 

Berdasarkan Gambar 13, alternatif strategi dan program pengelolaan sampah di 

Kota Bandar Lampung dapat secara rinci sebagaimana tercantum pada Tabel 22.  
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Tabel 22. Program dan Kegiatan Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung. 
No. Strategi Program 

1 Pembangunan Sarana dan 
prasarana  

Optimalisasi pengoperasian TPA dan pembangunan TPA 
baru bila dibutuhkan 
Pengadaan sarana angkutan dan wadah tempat 
pengumpulan  
Pembangunan prasarana pengomposan /Pengolahan 
Sampah Tingkat RT/RW 

2 Pelaksanaan Sosialisasi  

Penyusunan dan sosialisasi perangkat-perangkat hukum 
yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan kebersihan 
Sosialisasi konsep 3R 
Pelaksanaan kampanye massal mengenai 3R (reuse, recycle 
dan reduce) kepada masyarakat 
Pengembangan kampanye massal mengenai 3R (reuse, 
recycle dan reduce) kepada masyarakat 

3 

Pelaksanaan penegakan hukum 
secara tegas terhadap 
pelanggaran-pelanggaran 
kebersihan 

Pembuatan peraturan/regulasi 
Patroli 
Penyidikan perkara 

4 Peningkatan SDM dan Kapasitas 
kelembagaan 

Pelaksanaan restrukturisasi instansi teknis pengelola 
sampah 
Pelaksanaan evaluasi terhadap kelembagaan instansi teknis 
pengelola sampah 
Pelaksanaan evaluasi total terhadap sistem pengelolaan 
retribusi sampah dalam rangka meningkatkan perolehan 
retribusi dan pelayanan 

5 
Peningkatan partisipasi 
masyarakat 
 

Pengembangan program 3R (reuse, recycle, reduce) 
Pengolahan sampah terpadu dengan pendekatan zero waste 
Pelaksanaan pemilahan sampah di dalam kawasan atau 
tempat penampungan sementara (TPS) 
Pelaksanaan pemilahan sampah sejak di sumber sampah 
Pengembangan home composting di masyarakat 

6 Riset dan Pengembangan 

Pelaksanaan evaluasi masterplan sampah pada daerah yang 
lebih luas/regional 
Penyusunan studi paradigma baru pengelolaan sampah dari 
cost center menjadi profit center 

7 Pengembangan kerjasama antar 
daerah 

Pengembangan korporasi pengolahan sampah dan 
kerjasama antar daerah yang  lebih luas 
Pendirian korporasi pengelola sampah antar daerah 

8 Pengembangan kerjasama dengan 
pihak swasta 

Pembangunan TPA dengan sistem sanitary landfill 
Pembangunan unit pengolahan sampah dengan sistem 
biomass product 
Pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta lainnya dengan 
penekanan kepada tehnologi yang mengolah sampah 
organik dan pembangunan unit-unit daur ulang 

 

Hasil analisis SWOT terlihat strategi ST memiliki skor tertinggi pada alternatif 

strategi pembangunan sarana dan prasarana, penegakan hukum dan selanjutnya 
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pelaksanaan sosialisasi. Pada alternatif sarana dan prasarana dapat dilakukan 

program dengan mengoptimalisasi pengoperasian TPA dan pembangunan TPA 

baru bila dibutuhkan, pengadaan sarana angkutan dan wadah tempat pengumpulan 

dan pembangunan prasarana pengomposan /pengolahan sampah tingkat RT/RW.   

Sampurna Jaya (2010) menyatakan sarana dan prasarana di Kota Bandar 

Lampung, untuk pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan relatif sedikit, 

untuk itu sarana kebersihan masih harus dilengkapi, karena bila dilihat dari umur 

TPA Bakung berdasarkan volume sampah yang masuk, memperlihatkan masih 

mampu menampung sampah selama 15-20 tahun apabila tingkat pemberdayaan 

masyarakat dapat dioptimalkan baik melalui pengomposan dan bahan baku untuk 

kerajinan, jika tidak maka dalam tahun 2012 TPA Bakung harus ditutup karena 

sudah akan melampaui batas kapasitas daya dukung.  Hal ini sesuai juga dengan 

penelitian Djatmiko (2009) yang menyimpulkan strategi dalam pengelolaan TPA 

Bantargebang sebagai aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan 

peningkatan sistem teknologi di bidang persampahan, mengoptimalkan 

ketersediaan saran tranfortasi dan pengangkutan, serta perlu di optimalkan bisnis 

daur ulang. 

Strategi yang kedua yaitu penegakan hukum, dalam pelaksanaanya beberapa 

peraturan yang telah diterbitkan tidak semua dijalankan sesuai dengan peraturan 

yang ditentukan, sehingga tidak efektif, untuk itu perlu koordinasi yang baik antar 

lembaga, sehingga dapat menjadi pegangan untuk swasta ikut dalam penanganan 

masalah sampah.  Syahindra (2004) mengatakan, pelaksanaan jum’at/sabtu bersih 

di Kota Tembilahan kabupaten Indragiri Hilir yang seharusnya dilaksanakan 

secara rutin setiap minggu ternyata hanya dilakukan pada saat-saat adanya 
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penilaian kota bersih tingkat propinsi atau pada saat timbulnya wabah penyakit.  

Hal ini sesuai dengan Royadi (2006) yang mengemukakan bahwa pemerintah kota 

harus memberikan landasan hokum yang kuat dalam pengelolaan kebersihan 

lingkungan secara konprehensif, terpadu, lintas sector, konsisten, efektif dan 

responsive terhadap kebutuhan masyarakat.  Sampurna Jaya (2010) berdasarkan 

analisis TPA Bakung perlu dilakukan pembuatan peraturan tentang kebersihan 

lingkungan dan penegakkan hukum yang lebih tegas.    

Pada alternatife yang ketiga dimana pelaksanaan sosialisasi perlunya dilakukan 

penyusunan dan sosialisasi perangkat-perangkat hukum yang berkaitan dengan 

tata cara pengelolaan kebersihan, sosialisasi konsep 3R, dan  pelaksanaan 

kampanye massal mengenai 3R (reuse, recycle dan reduce) kepada masyarakat. 

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Utami (2008) yang mengemukakan bahwa 

kegiatan sosialisasi tentang pemilahan sampah menunjukan hasil yang signifikan. 

Hal ini juga sesuai dengan penelitian Muthmainnah (2008) dimana pemerintah 

tidak hanya membuat suatu kebijakan dan peraturan, tetapi juga memfasilitasi 

setiap kegiatan pengelolaan sampah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, 

pelatihan dan pemberdayaan sehingga masyarakat mendapat manfaatnya. 

4.3.2  Strategi dan Program Berdasarkan Analisis AHP 

Tahap selanjutnya dari perumusan strategi adalah tahap pengambilan keputusan 

dengan menggunakan analisis AHP (Analysis Hierarchy Process). Analisis ini 

ditujukan untuk menentukan prioritas strategi manajemen pengelolaan sampah di 

Kota Bandar Lampung 

Analisis AHP dilakukan dengan cara memberikan nilai kemenarikan relatif 

(Alttractive Score=AS) pada masing-masing faktor internal maupun eksternal. 
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Strategi yang mempunyai total nilai kemenarikan relatif (Total Alttractive 

Score=TAS) yang tertinggi merupakan prioritas strategi.  Setelah dilakukan 

analisis dan perhitungan nilai TAS maka diperoleh matriks perencanaan strategi 

kuantitatif. 

Gambar 14. Hirarki penetapan tingkat kekuatan pengelolaan sampah. 

 

 
Gambar 15.  Diagram bobot prioritas pengelolaan sampah berdasarkan seluruh 

kriteria yang dipertimbangkan. 
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Dari AHP diketahui bahwa criteria pengelolaan sampah, kriteria pendanaan 

menempati peringkat pertama dengan nilai 0,332, diikuti oleh kelembagaan 

dengan nilai 0,313, kemudian diikuti teknis operasional dengan nilai 0,200 dan 

yang terakhir kriteria hukum dengan nilai 0,155 (Gambar 15 dan Gambar 16).  

Pada tingkat alternatif, peningkatan peran masyarakat menempati peringkat 

pertama dengan nilai 0,348, diikuti kriteria investor dengan nilai 0,238, kemudian 

berturut-turut peningkatan sarana dan prasarana dengan nilai 0,207, dan 

peningkatan sumber daya manusia dengan nilai 0,206.  Berdasarkan hasil AHP 

dapat di tentukan rating alternatif strategi ( Tabel 23)  

Tabel 23.  Hasil AHP dalam perumusan prioritas strategi pengelolaan sampah.  

No Alternatif Strategi TNDT Ranking 

1 Optimalkan komitmen pemerintah dengan 
investor dalam pengelolaan sampah 

   0,238 II 

2 Optimalkan SDM dalam bidang persampahan 
melalui pendidikan 

  0,206 IV 

3 Peningkatan sarana pengangkutan sampah dan 
sarana prasarana tehnologi pengelolaan sampah 

  0,207 III 

4 Optimalkan sosialisasi untuk meningkatkan 
peran serta masyarakat dalam pengelolaan 
sampah 

  0,367 I 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, hasil dari anlisis strategi menghasilkan alternatif 

strategi mengoptimalisasikan sosialisasi untuk meningkatkan peran masyarakat 

dalam pengelolaan sampah, adanya peran serta masyarakat yang baik akan 

memudahkan pelaksanaan operasional di lapangan dan bahkan dapat menurunkan 

biaya pengelolaan. Syahindra (2004)  menyatakan pola pendekatan peran serta 

masyarakat untuk  kota-kota kecil dimana struktur masyarakatnya homogen dan 
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sederhana adalah melalui pendekatan terhadap tokoh masyarakat.  Sedangkan 

untuk wilayah kota dimana masyarakatnya heterogen, pendekatanya melalui 

intitusional dan kelembagaan.  Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sampurna 

Jaya (2010)  menyatakan pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan 

masyarakat menjadi sangat penting agar dapat merangsang dihasilkannya inovasi-

inovasi teknologi baru, termasuk dalam perumusan model pemberdayaan 

masyakat, dimana masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pengelolaan sampah, masyakat merupakan sumberdaya yang penting bagi tujuan 

pengelolaan kebersihan lingkungan.  Menurut Panuju (1999),  bahwa keterlibatan 

masyarakat secara aktif dapat lebih terlaksana apabila pembangunan itu sendiri 

berorientasi pada kepentingan masyarakat dan juga menurut (Handayani, 2008) 

bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dapat berjalan baik apabila upaya 

tersebut muncul, tumbuh  dan berkembang dari inisiatif dan sumberdaya milik 

masyarakat sendiri.  

Sebagai contoh, Pemerintah jepang (Cohen dan Uphoft, 1997) dimana 

memerlukan 10 tahun untuk membiasakan masyarakatnya memilah sampah. 

Selanjutnya pengelolaan sampah juga dilakukan di Honoi Vietnam (Richardson 

2003) menyimpulkan suatu keberhasilan kegiatan pengelolaan sampah tergantung 

dari keterlibatan masyarakat dengan stakeholder dan pemerintah sehingga 

masyarakatnya mampu mengelola sampah secara mandiri.  Sedangkan di 

Indonesia, Suhli  (2001)  menyatakan program zero waste untuk kawasan 

Rawasari yang diterapkan dengan melibatkan warga dengan prinsip dari warga 

untuk warga yang dilakukan pada tiap kawasan ternyata dapat menekan biaya 

angkut menjadi nol persen.  
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Peran serta pihak luar sebagai investor dalam pengelolaan sampah sangat 

dibutuhkan, hal ini dikarenakan besarnya biaya untuk pengumpulan sampah yang 

dapat mencapai 40% dari total biaya operasional, sementara terbatasnya 

kemampuan keuangan daerah.  Menurut Haryoto (1998) kebutuhan biaya yang 

berfungsi untuk membiayai operasional persampahan kota di Indonesia yang 

dimulai dari penyapuan jalan, pengumpulan, transfer dan pengangkutan, 

pengolahan sampah dan pembuangan akhir, agar cukup memadai minimal 5 

sampai 10% dari APBD.  Hal ini sesuai dengan penelitian Sampurna Jaya (2010) 

menyatakan pola kemitraan antara pemerintah kota, swasta dan masyarakat 

menjadi prioritas karena hasil program kebersihan lingkungan akan dapat dicapai 

jika adanya kerjasama antara stokeholders tersebut.  Lebih lanjut Pap (2003) yang 

mengamati perilaku institusi, masyarakat dan swasta berkaitan dengan 

pengelolaan sampah, dimana keterkaitan dari ketiganya akan menimbulkan suatu 

pemecahan baru dan teknologi baru dalam masalah pengelolaan sampah. Seperti 

halnya Kota DKI Jakarta yang pada tahun 2007 Dinas Kebersihan menggunakan 

data sampah yang masuk ke TPA Bantargebang sebesar 5.497 ton per hari atau 

sekitar 79,5% dari total produksi sampah kota, namun pembiayaan yang ada 

hanya kurang dari 10 % dari APBD, sehinggga diperlukan keterlibatan dari pihak 

swasta dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Djatmiko, 

2009).  Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Soma (2010) yang berpendapat 

kota-kota di Indonesia telah menyadari mahalnya biaya pengelolaan sampah dan 

akan menguras anggaran. 

Alternatif yang ketiga adalah peningkatan sarana dan prasarana, dimana sarana 

dan prasarana yang ada saat ini masih jauh dari cukup, sedangakn kita ketahui 
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sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat dibutuhkan dalam 

keberhasilan pengelolaan sampah. Selain itu alternatif yang terakhir adalah 

peningkatan sumber daya manusia pengelolaan sampah melalui pelatihan dan 

pendidikan. 

4.3.2.1   Program peningkatan peran masyarakat 

Hasil AHP menunjukan bahwa peningkatan peran serta masyarakat menunjukan 

strategi yang paling diunggulkan dimana menempati rangking pertama. Peran 

serta masyarakat bisa diwujudkan dalam bentuk memanfaatkan sampah menjadi 

nilai tambah. 

Peran serta masyarakat dimana kepedulian masyarakat sangat diperlukan dalam 

pembuangan sampahnya sebelum dibuang ke TPS-TPS perlu ada pemilahan yang 

artinya sebelum sampah dibuang perlu disortir terlebih dahulu antara sampah 

nirorganik dan sampah organik di tingkat rumah tangga. Disamping itu diusulkan 

perlu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah kepada masyarakat tentang 

pembuangan sampah yang benar sehingga tidak terjadi pembuangan sampah yang 

sembarangan atau diberikan tempat-tempat sampah mulai RT/RW dimana kita 

tinggal.  

Dengan kapasitas produksi sampah yang sangat besar dan terus meningkat akan 

membuat bisnis daur ulang sampah dalam bentuk komposting yang sangat 

potensial dan culup prospektif untuk dipasarkan karena dapat memberikan 

penghasilan yang relatif mencukupi bagi kebutuhan pokok para pelakunya 

diusulkan kepada pemerintah daerah agar pemasaran bisnis daur ulang lebih jelas 

pengembangan dan pemasarannya. 
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Sistem pengelolaan sampah tersebut berarti paling tidak mengkombinasikan 

pendekatan pengurangan sumber sampah, daur ulang & guna ulang, 

pengkomposan, insinerasi dan pembuangan akhir. Pengurangan sumber sampah 

untuk industri itu berarti perlu adanya teknologi proses yang nirlimbah serta 

packing produk yang ringkas/minim serta ramah lingkungan. Sementara 

pengurangan sumber sampah bagi rumah tangga berarti menanamkan kebiasaan 

untuk tidak boros dalam penggunaan  barang-barang keseharian. Untuk 

pendekatan daur ulang dan guna ulang diterapkan khususnya pada sampah non 

organik seperti kertas, plastik, alumunium, gelas, logam dan lain-lain. Sementara 

untuk sampah organik dapat diolah  menjadi kompos, biogas, briket atau produk 

lainnya. 

AHP digunakan untuk menentukan prioritas pengelolaan sampah berdasarkan 

hirarki masalah yang disusun berdasarkan hasil studi pustaka dan konsultasi ahli. 

Kriteria yang digunakan dalam hirarki ini adalah ekonomi, ekologi, dan sosial. 

Subkriteria yang menjelaskan kriteria adalah peluang pasar, peluang peningkatan 

pendapatan, kesesuaian lahan, kelestarian lingkungan, penguasaan teknologi, dan 

ketersediaan sarana dan prasarana produksi.  Alternatif produk pengelolaan 

sampah adalah kompos, biogas, dan briket.  

Kriteria ekonomi berhubungan dengan keuntungan finansial dalam pengelolaan 

sampah yang mencakup peluang pasar dan peluang peningkatan pendapatan. 

Peluang pasar dimaksudkan sebagai kemampuan pasar dalam menyerap produksi 

pengelolaan sampah.  Kompos merupakan bahan pupuk utama penghasil unsur 
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hara bagi tanaman.  Kondisi ini merupakan jaminan bagi terserapnya produk 

kompos.  

Peluang pemasaran langsung untuk produksi kompos adalah pertanian dan 

perkebunan, sedangkan untuk biogas adalah industri.  Peluang peningkatan 

pendapatan digunakan untuk melihat sumbangan hasil terhadap pendapatan 

pengelolaan sampah. 

Kriteria ekologi berkaitan dengan masalah lingkungan yaitu kesesuaian lahan dan 

kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan produk sampah perlu diperhatikan 

kondisi lahan untuk memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.  

Kesesuaian lahan dapat mempengaruhi produksi produk dari sampah.  Di samping 

kesesuaian lahan juga harus diperhatikan masalah kelestarian lingkungan.  

Kriteria sosial berhubungan dengan tingkat penguasaan teknologi pengelolaan 

sampah  dan ketersediaan sarana dan prasarana produksi. Penguasaan teknologi 

diartikan sebagai kemampuan petugas dalam mengadaptasikan inovasi teknologi 

dalam pengelolaan sampah dan memerlukan sarana produksi. 

Hasil AHP diketahui bahwa kriteria ekologi menempati peringkat pertama dengan 

nilai 0,573, diikuti oleh ekonomi dengan nilai 0,282 dan yang terakhir sosial 

dengan nilai 0,144 (Gambar 16).  Hasil AHP dengan tujuan penentuan prioritas 

pengelolaan sampah menunjukkan bahwa kompos merupakan produk dengan 

prioritas pertama dengan skor 0,589, sedangkan prioritas kedua adalah biogas 

dengan skor 0,302 dan yang ketiga briket dengan skor 0,109 (Gambar 16 dan 

Gambar 17). 
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Keterangan : 
M = peluang pasar 
I = peluang peningkatan pendapatan 
LS = kesesuaian lahan 
ES = kelestarian lingkungan 
T = penguasaan teknologi 
P = ketersediaan sarana prasarana pendukung produksi 

 

Gambar 16.  Hirarki penetapan produk pengelolaan sampah. 

 

 

 

Gambar 17.  Diagram bobot prioritas pengelolaan sampah berdasarkan seluruh 
kriteria yang dipertimbangkan. 
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Djatmiko W (2009) menyatakan dengan kapasitas produksi sampah yang sangat 

besar dan terus meningkat akan membuat bisnis daur ulang sampah dalam bentuk 

komposing yang sangat potensial dan cukup propektif untuk dipasarkan dan perlu 

diusulkan kepada pemerintah daerah agar pemasaran bisnis daur ulang melalui 

perusahaan daerah.  

Nilai inkonsistensi secara keseluruhan sebesar 0,03 menunjukkan bahwa 

pengisian skala perbandingan berpasangan antara kriteria/aspek yang 

dipertimbangkan maupun antar jenis produk yang dilakukan oleh responden 

konsisten dan dapat diterima (Gambar 17). 

4.3.2.2  Analisis kelayakan finansial pendirian industri kompos 

Kita ketahui Kota Bandar Lampung menghasilkan lebih kurang 1.180 ton/hari 

sampah dari 13 kecamatan dan 67% merupakan sampah organik,  dengan modal 

investasi tetap yaitu pembuatan rumah kompos Rp30.000.000,00, alat pembuat 

pupuk organik (APPO) dengan spesifikasi 8,5 pk dengan kemampuan 1.000 

kg/jam seharga Rp22.000.000,00 (Bandar Lampung) sudah termasuk mesin jahit 

karung dan dapat dioperasikan cukup dengan dua orang, sedangakan untuk 

kapasitas 10,5 pk dengan spesifikasi 1.500 kg/jam dengan harga 

Rp34.000.000,00, karung permentasi sebanyak 100 buah ukuran 50 kg seharga 

Rp1.000.000,00, Sewa lahan sebesar Rp20.000.000,- dalam 2 tahun, peralatan 

(cangkul, ember, skop, golok) sebesar Rp1.000.000,00   Bila kita menggunakan 

mesin 8.5 pk maka investasi awal sebesar Rp74.000.000,00, dengan asumsi 

composing dilakukan di TPS-TPS sehingga biaya tranfortasi nol persen, dalam 

arti sampah sudah tersedia di areal pembuatan kompos. 
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Dengan kemampuan mesin APPO 1.000 kg/jam dengan biaya produksi sebesar 

Rp159.000.00 dengan perincian karung 25 kg sebanyak 50 buah seharga 

Rp2.000.00 perbuah, bioaktifator satu botol dengan harga Rp15.000,00, upah 

kerja harian untuk 4 orang pekerja sebesar Rp200.000,00 per hari, bahan bakar 

solar 2 liter seharga Rp9.000.00, dalam waktu 10 hari menghasilkan 500 kg 

kompos, karena kita ketahui terjadi penyusutan berat sekitar 50% dari bahan baku. 

Bila harga jual kompos seharga Rp1.000.00/kg, maka menghasilkan keuntungan 

sebesar Rp.376.000,00/jam, Jika dalam sehari kita hitung delapan jam, maka 

sehari kita menghasilkan 4.000 kg kompos, dengan keuntungan Rp3.008.000,00 

setelah difermentasi selama sepuluh hari. Artinya dalam waktu 246 jam, modal 

investasi sebesar Rp74.000.000,00 dapat kembali. Bila program Komposing ini 

diterapkan pada 13 kecamatan dengan dua unit mesin APPO, maka kita dapat 

mengurangi beban TPA Bakung, hanya yang jadi permasalahan adalah TPS yang 

ada tidak memiliki lahan yang cukup luas. 

Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah daerah untuk mengkoordinir program 

komposing baik melalui APBD maupun APBN dengan cara program bantuan 

langsung masyarakat, serta komitmen pemerintah dalam pemasaran kompos 

tersebut. Untuk itu sebaiknya program komposing dikelola oleh pemerintah 

daerah sendiri, hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Bila kita menghitung berdasarkan modal per bulan, maka dalam waktu satu bulan 

menghasilkan keuntungan sebesar 200% dari modal, dapat kita lihat pada Tabel 

24. 
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Tabel 24. Asumsi analisis kelayakan kompos per bulan dengan mesin 8,5 Pk 
dengan asumsi sehari 8 jam kerja. 

 
Jenis Modal Ketahanan/ 

Spesifikasi Alat 
Modal 
(Rp) 

Modal/Bulan
(Rp) 

1. Tanah Sewa 1 tahun 10.000.000,00 833.000,00
2. Rumah Kompos 10 tahun 30.000.000,00 250.000,00
3. Mesin 6 tahun 22.000.000,00 305.000,00
4. Karung Fermentasi 50 kg 6 bulan 10.000,00/ buah 5.860.000,00
5. Bio Aletifator 1 liter/ton 15.000,00 2.640.000,00
6. Peralatan (cangkul, 

ember, dll) 
1 tahun 2.000.000,00 166.000,00

7. Karung Kemasan 25 kg Habis Pakai 2.000/ buah 14.080.000,00
8. Oli 2 liter/bulan 30.000/liter 60.000,00
9. Solar 1 liter/ jam 4.500/jam 792.000,00
10. Perawatan Tahun 5.000.000/tahun 450.000,00
11. Tenaga Kerja (5 org) UMR 50.000/ hari 5.500.000,00
Total 30.936.000,00

 
Dalam satu bulan dengan mesin 8,5 Pk menghasilkan kompos basah sebanyak 

176.000 kg dan akan menjadi kompos sebesar 88.000 kg dengan asumsi 1 kg 

kompos Rp1.000,00  maka menghasilkan Rp88.000.000,00 Jika dengan modal 

Rp30.936.000,00 maka per bulan dapat memperoleh keuntungan sebesar 

Rp57.064.000,00. 

Berdasarkan penelitian Kurniawan, (2008) Analisis kelayakan finansial 

pembuatan kompos dengan total biaya investasi sebesar Rp77.450.000,00 yang 

rencananya akan dibiayai dengan 3 skenario investasi antara modal pinjaman dan 

modal sendiri.  Skenario investasi 1 adalah 50 % modal sendiri dan 50% modal 

pinjaman, skenario 1 ini dianggap realistis oleh pihak bank, skenario investasi 2 

yaitu 25% modal pinjaman dan 75% modal sendiri, dan skenario investasi 3 yaitu 

100% modal sendiri.  Dengan tingkat bunga yang paling kecil sampai dengan 

tingkat bunga tertinggi yaitu 12%, 15%, 20%.  Berdasarkan perhitungan 

penentuan biaya investasi dengan kapasitas produksi pembuatan kompos 540 

ton/tahun atau 1,5 ton/hari dan harga jual kompos Rp1.000,00 per kg maka 
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didapat hasil Rp540.000.000,00/tahun dan setelah dikurangi biaya produksi 

sebesar Rp263.580.000,00/tahun maka keuntungan yang diperoleh adalah 

Rp276.420.000,00 per tahun. Break event point  produksi sebesar 263.580 kg 

kompos dengan harga kompos Rp1.000,00/kg, nilai Benefit cosh ratio adalah 1,05 

artinya setiap Rp100,00 biaya yang dikeluarkan akan diperoleh keuntungan 

sebesar Rp105,00 dan Pay back periode hasil perhitungan adalah 0,28 tahun atau 

3,36 bulan, artinya dalam jangka waktu 3,36 bulan modal usaha pembuatan 

kompos akan kembali. 

Agar kompos yang berasal dari kota dapat diserap habis, diperlukan peran 

penyuluh pertanian/perkebunan. Tugasnya adalah menyebarluaskan informai cara 

penggunaan kompos dan keuntungannya dibandingkan dengan pupuk kimia. 

Selain itu, pengelola kompos di TPS dan TPA harus bisa memberikan harga yang 

minimal sehingga dapat bersaing dengan harga pupuk kimia (Sulistyorini, 2005). 

Kompos adalah suatu produk yang sangat diperlukan dan seharusnya mudah 

untuk dijual di Indonesia. Ada beberapa alasan yang mendukung hal tersebut, 

yaitu sebagai berikut: 

1.  Daratan Indonesia, khususnya di luar jawa, sebagian besar merupakan 

tanah yang miskin hara dan miskin bahan organik (podsolik), tanah yang 

subur hanya di pulau jawa. 

2. Sebagian tanah lahan pertanian yang subur sudah rusak oleh pupuk kimia. 

3. Harga pupuk kimia tinggi dan sangat dipengaruhi oleh harga minyak 

bumi. Selain itu, pupuk kimia banyak dipalsukan dan dapat merusak tanah. 

Di masa depan, pertanian Indonesia, bahkan dunia akan kembali ke pertanian 

organik.  Berdasarkan alasan tersebut, seyogyanya kebutuhan pupuk di dalam 
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negeri digantikan oleh pupuk kompos.  Penggantian ini hanya bisa dilaksanakan 

dengan bantuan kebijakan pemerintah yang mengharuskan penggunaan pupuk 

kompos untuk seluruh bidang kegiatan seperti pertanian pangan, perkebunan, dan 

kehutanan.  Selain itu, perlu juga dibuat peraturan yang mengalihkan pemasaran 

pupuk kimia secara bertahap untuk tujuan ekspor.  Proses pergantian ini harus 

dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan terbentuknya sistem produksi dan 

tata niaga kompos di setiap kodya atau kabupaten. 


